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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  48/PMK.04/2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeaan  kepada masyarakat, mempermudah
mekanisme pengawasan penyelesaian barang impor serta menjamin keakuratan data, pengajuan
dokumen dari dan ke Tempat   Penimbunan Berikat melalui media elektronik perlu dilakukan
perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 101/KMK.05/1997; tentang Pemberitahuan Pabean;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai   (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

    3. Keputusan Presiden Nomor 187/ M Tahun 2004;

    4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997; tentang Pemberitahuan Pabean
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
624/PMK.04/2004;

    5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
587/PMK.04/2004;

    6. Keputusan Menteri Keuangan Nomo 580/KMK.04/2003 tentang Raralaksana Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya;

    MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN
PABEAN.

Pasal I
 

    Mengubah Lampiran VIII, Lampiran XI, Lampiran XIII Keputusan Menteri Keuangan Nomor
101/KMK.05/1997 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan
Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

    Pasal  II
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Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 
 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

JUSUF ANWAR

 

 

Lampiran I……………..

 


